LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 2001 SERI : E
—— \\\

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
- NOMOR 15 TAHUN 2001
'TENTANG -

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

~ bahwa dalam rangka menyusun pedoman‘ yang

I dlperlukan untuk mengatur dan mengembangkan
 fisik kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagai
Pusat Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan
Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat
Transportasi Regional, Pusat Industri dan Pusat
Pelayanan Kesehatan perlu adanya Rencana Umum
Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota;

Menimbang
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- Mengingat

b. bahwa Rencana tersebut diatas dimaksudkan

:. 1.

sebagai sarana untuk pengendalian serta
memberikan pelayanan dalam pelaksar_uian
pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah
Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sehingga dapat
mewujudkan Kota yang Sejahtera, Adil, Tertib,

Rapih, Indah dan Aman dengan berwawasan
lingkungan;

bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana
Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan
Ajibarang  yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 14 Tahun 1990, kondisinya

sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan
Keadaan;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang

Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda
Yang Ada Diatasnya;
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ey,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 lcﬂlang
- Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomoy
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); .
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran N €gara Nomor 3186):

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);

-+ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran N egara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699):

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); |

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tenfang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3225);
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10.

12,

13;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3293);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996

tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun

1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3660); |

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Peraturan Deréh Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan' dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun
1985 Nomor 5 Seri D);
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Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daeryp, Tin
Banyumas Nomor 6 Tahun 198

gkﬂl I

Wilayah Kota Ajibarang (Lembaran Daery o atag

h Tig \
[I Banyumas Tahun 1990 Nomor 13 Seri D). Bkat

9 tentay,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkay I

Rencan
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerap, Tingka I

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupatep Daeryj,

Tingkat IT Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 Seri
D).

Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL

TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
AJIBARANG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ip; yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3.
4

Bupati adalah Bupati Banyumas;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK
adalah rencana penempatan ruang kota yang disusun untuk menjaga
keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan
program antar sektor dalam rangka pelaksanaan program—prdgram
pembangunan kota;

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK
adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun

“untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan

program-program pembangunan kota;

Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan
ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana Kota Ajibarang;
Blok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah
yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka

pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan
pemanfaatan ruang;
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10.

14,

Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak terten,
sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakap, batag
antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunap
Garis sempadan Pagar adalah garis sempadan diatasnya atay Sejajar g
belakangnya dapat didirikan pagar;

. Garis sempadan sungai adalah batas [uar pengaman sungai;
I2.

1.

Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengaman saluran;

Garis sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar (;
belakangnya dapat didirikan bangunan;
Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan

antara luas lantai dasar bangunan dengan luas persil.
BAB I

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK-RDTRK didasarkan atas azas :
a.

Pemanfaatan  ruang bagi semua kepentingan  secara terpadu,
berdayaguna dan berhasilguna,

serasl, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan;

Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
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Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman
yang mengikat bagi Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam

memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan
berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan

a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang 1eb1h luas agar
mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem
pengembangan wilayah,

b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasmnal -

c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan hndung dan
kawasan budidaya, ' )

d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
1. Mewujudkan perlindUngan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi perlindungan dampak negatif terhadap lingkungan;
2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan
keamanan.
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BAB 1]
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencap;, Tata Ruay
Kota di Wilayah Kabupaten Banyumas dan Program Pembangungp, Daery,

Kabupaten Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam Penyusy g,
Tencana pembangunan kota.

Pasal 6

-(1) Wilayah Perencanaan RUTRK—RDTRK Aj
Desa, dengan luas 310,127 Ha, yaitu : _
zi. Desa Ajibarang Wetan. seluas 169,417 Ha;
b.  Desa Ajibarang Kulon, seluas 261,600 Ha;
C. Sebagian Desa Pancasan, seluas 79,110 Ha.

ibarang mencakup 3 (tiga)

(2) Batas-batas Wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini

adalah :

- Sebelah Utara - Desa Pandansari dan Dega Ciberung;

- Sebelah Timur - Desa Lesmana dan Desa Pancurendang;
- Sebelah Selatan

+ Kali Datar dan Degy Pancasan bagian selatan:
- Sebelah Barat : DesaKracak.
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BAB 1V

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Ajibarang dalam. Wilayah Kabupaten Banyumas adalah

" sebagal Pusat Pemerintahan Kecamatan Ajibarang dan Pusat Sub Wilayah
‘Pcn*b:. rgunan II dengan wilayah pelayanan Kecamatan Gumelar, Pekuncen

—

danCilongok.

Pésal 8

T— e I

Fung51 Kota Ajlbarang dalam Wﬂayah Kabupaten Banymnas adalah
_ Pusat Perdagangan dan Jasa;
_ Pusat Pelayanan Pendidikan;

_ Pusat Transportasi Regional;

. Pusat Industri;

a
b
c. Pusat Pelayanan Pemerintahan/ Perekonomian;
d
¢
f. Pusat Pelayanan kesehatan.
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Bagian Kedua
Perwilayahan Kota

Pasal 9

(1) Wilayah Perencanaan Kota Ajibarang sebagaimang dimagg
ud
Pagy

Pasal 6 dibagi dalam 4 (empat) Blok Lingkungan sebagai berij,
t:

- a. Lingkungan A seluas 153,708 Ha;
b. LingkunganBseluas 92,371 Ha;
¢. LingkunganCseluas 79,110 Ha;
d. LingkunganD seluas 184,938 Ha.

Pasal 10

Peta Pembagian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 9, tercantup
dalam Buku Rencana Peta III-1, yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. -

Bagian Ketiga |
Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Ajibarang ditetapkan pada akhir tahun 2010 adalah
sejumlah 21.916 Jiwa.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pasal 12

penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 masing-masing
(ingkungan ditetapkan dengan kepadatan rata-rata 43 Jiwa/Ha., dengan
penyebaran penduduk untuk masing-masing blok sebagai berikut :
.. Blok A seluas 153,708 Ha dengan kepadatan 46 (empat puluh enam)
orang/Ha;
p, Blok B seluas 92,371 Ha dengan kepadatan 59 (lima puluh sembilan)

orang/Ha;
¢. Blok C seluas 79,110 Ha dengan kepadatan 76 (tujuh puluh enam)

orang/Ha;
d. Blok D seluas 184,938 Ha dengan kepadatan 18 (delapan belas)

orang/Ha.

Pasal 13

Peta penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12,
 tercantum dalam Buku Rencana Peta III-4, yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14
Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 pemanfaatannya

ditetapkan sebagai berikut :

12
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Perumahan, dengan luas

. oy,
b. Campuran, dengan luas : 11,119 2,
c. Lingkungan, dengan luas : 16,170 Hy,
d. Fasilitas Skala kota, dengan luas : 8,644 ga;
€. Perkantoran, dengan luas : 17,680 Ha;
f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan [ugag 3.4 08 B
g. Jaringan jalan, dengan Juas 111,930 Ha,
h. Industri Kecil 10'200Ha;

Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana d

Bloknya ditetapkan sebagai berikut -

(I) Blok A, dengan pemanfaatan ruan
a. Perumahan, dengan Juas

Imaksud dalam Pagg) 14 sy
) Iap

g sebagaj beriky:

+ 55,330 Ha;
b. Campuran, dengan luas : 4-213Ha;
C. Fasilitas Lingkungan, dengan luas 5,465 Hy,
d. Fasilitas Skala Kota, dengan Juas t 11,850 Ha:
¢. Perkantoran, dengan luag ; 15-370Ha;
f. Cadangan I’cngcmhang:m Kntn,dcngan luas - 30,740Ha;
g. Jaringan Jalan, dengan lugs : 30,740 Ha.

(2) Blok B, dengan Pemanfaatan fuang sebagai beriky; -
. Perumahap dengan Juag

: 33,250 Ha;
b. Campumn,dengan luas 4,831 Ha;
c FasilimsLingLungan, dengan lyas © 4,430 Ha;
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4. Fasilitas Skala Kota, dengan luas 5,990 Ha;

2,310 Ha;
f. Cadangan Pengembangan Kota, denganluas : 18,470 Ha;

g. Jaringan Jalan, dengan luas

e, Perkantoran, dengan luas

. 23,090 Ha.

0) plok C, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut :
o, Perumahan, dengan luas

: 36,820 Ha;
p. Campuran, dengan luas 0,225 Ha;
c. Fasilitas Lingkungan, denganluas 4,175 Ha;
d. Fasilitas Skala Kota, denganluas 0 Ha;
e. Perkantoran, dengan luas 0 Ha;
f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 15,820 Ha;
g. ]aringanlalan, dengan luas - 11,870 Ha;
h. IndustriKecil - 10,200 Ha;

(4) Blok D, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

a. Perumahan, dengan luas . 66,580 Ha;
b. Campuran, denganlluas ' . 1,850 Ha;
c. Fasilitas Lingkungan, denganluas . 2,100 Ha;
d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas . 0,800 Ha;
e. Perkantoran, dengan luas . 0  Ha;

§. Cadangan Pengembangan Kota, denganluas : 67,378 Ha;
g. JaringanJalan, dengan luas . 46,230 Ha.

14
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(1) Dalam mengatur dan mengembangkan  Kog, A

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencang Detaj| Tatg
alg

ketentuan-ketentuan - Tata - Ruang sebagaiman,

Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencang Detaj)

Pacal 16

Tbukota Kecamatan Ajibarang.

Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksyq dal
secara rinci terdapat dalam Buku Kompil

Daerah ini.

Bagian Kelima

Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijay

Pasal 17

i Data,
Analisa, yang merupakan bagian tak terpisahkan da
ar

L

RUa
ng Kﬂ!a

am

]

Penggunaan lahan selain sebagaimana tersebut pada Pasaj 15 -

sebagai berikut :

d.

b
c.
d

Blok A, dengan luas :
Blok B, dengan luas :
Blok C, dengan luas :
. Blok D, dengan luas

30,740 Ha;
18,470 Ha;

15 ,850 Ha;
: 67,378 Ha.
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Pasal 18

peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
(5 dan 16 sebagaimana tersebut dalam Buku Rencana Peta I1I-2, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 19

Fasilitas kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal
7 dan 8 ditetapkan sebagai berikut :

a.

- 0 o P o

Perkantoran berada di Blok Lingkungan A dan Blok ngkungan B;
Perdagangan berada di Blok Lingkungan A dan D;

Pendidikan berada di Blok Lingkungan A dan Blok ngkungan B;
Kesehatan berada di Blok Lingkungan A;

Rekreasi dan Olah Raga berada di Blok Lingkungan C;

Ruang Terbuka berada di Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D.

Pasal 20

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 19,

sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta I1I-3, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Transportasi Jafay,

Pasal 2I

Jaringan transportasi jalan raya terdiri dari :

a. Jalan Kolektor Primer:
Melewati simpul J1. Raya Pancasan, JI. Raya Ajibarang, J. Lingk,,
Ajibarang Barat;

b. Jalan Lokal Primer:
Melewati simpul J1. Ajibarang - Pandansari;

c. Jalan Lokal Sekunder:
Semua bagian dari jalan-jalan di kota Ajibarang selain jalan kolektor

primer dan lokal primer;
d. Jalan lingkungan melewati semua bagian dari jalan-jalan yang

menghubungkan antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain.

Pasal 22

Terminal transportasi jalan berada di Blok Lingkungan A.

Pasal 23

Peta rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud
pada pasal 21 dan pasal 22, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana
Peta III-6, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Ini.
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Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Utama Utilitas

Pasal 24

sanutilitas meliputi :

ing : :
Jar! penyediaan Air bersih;

' Jaringan Telekomunikasi;

o W

Jaringan Sampahan.

o ©

Pasal 25

(1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

5. Jaringan primer melalui simpul jalan Raya Pancasan, Jl. Raya
Ajibarang, J1. Lingkar Ajibarang Barat;

p. Jaringan sekunder melalui simpul J1. Sukarso, J1. Raya Pancasan,
J1. Pasar Ajibarang, J1. P. Kistam, J1. Santa.

(2) Sistem penyediaan air bersih ditetapkan dalam bak penampungan dan
kran umum yang berada di Blok Lingkungan A, Blok Lingkungan B,
Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D.

Pasal 26

Sistem jaringan listrik melalui setiap simpul jalan dengan Gardu Induk

Rawalo, Gardu Induk Kalibakal dan Gardu Induk Bumiayu dimana ketiga-
tiganya terletak di luar kota Ajibarang.
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Bagian Kesembjay,
Kepadatan Bangunap

Pasal 27

(1) Kepadatan bangunan ditetapk

an dengan pembatasap Koefigie
Bangunan (KDB) pad

asetiap lingkungan peruntukan,

0 DaSar

(2) Setiap lingkungan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan

Pasal 28

Peta kepadatan bangunan sebagaim

ana dimaksud pada Pasal 27, tercantum
dalam Buku Re

ncana Peta 111-10, yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerahy ini,

Bagian Kesepuluh
Ketinggian Bangunan

Pasal 29

(1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan luas Jantaj bangunan dan

Jumlsh maksimum  dan mmimum  lantaj bangunan unmk setiap

lingkungan

() Pelaksanaan ketingian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar

- . - sw L.
Ichicana Mrngan alan.
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Pasal 30

cchagaimana dimaksud pada Pasal 29, sehagaimana
ia'] e o & : N f

,;cii“gg 0 puku Rencana Peta 1I-11, yang merupakan bagian tak
’,;l;l ﬂtl'"' da ‘ri e caturan Dacrahini.
. a
i R
e Bagian Kesebelas
Garis Sempadan
Pasal 31
” Jaris Sempadan terdiri dan :
@ap e
PvﬂcScmpad n Bangunan:
b empadan PoE
b mpadan SUPE%
Pasal 32

Garis sempuﬂan Ea_ngunan ditetapkan sebagai berikut :
& 5. Jalan rolektor primer diukur Gariacjalan tidak kurang dari 15 (lima

pelas) meter; -
p. Jalan Jokal primer
(sepuluh) meter;
c. Jalan lokal sekun

meter.

diukur dari as jalan tidak kurang dari 10
der diukur dari as jalan tidak kurang dari 6 (enam)

Garis sempadan pagar ditetapkan sebagai berikut :
2. Jalan kolektor primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 7,5

(tujuh koma lima) meter;

@
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e G

b. Jalan lokal primer diukur dari as jajq, ik g, ﬁ\‘\&
meter; fang dari ¢ .
Ity
. Jalan lokal sekunder diukur dari as jalap, tidak g, "y
meter; (i,

(3) Garis sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Crapy,,
perundangan jang berlaku rg

* Ny ~— -

BABV

—~ .

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA
Pasal 33

(1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata
Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang adalah 10 (sepuluh) tahun.

o —

(2) Rencana Umum Tiata R I\uuus Kota, Rencana Detail Té; Ruang Kota
Ibukota Kecamat,_‘ Aiib;

______ udrang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
" sekali untuk dapat diubah dan dlsesualkan dengan kebutuhan.

- Pasal 34

Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ihukota
Kecamatan Ajibarang bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di
Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan tempat-tempat lain yang
mudah dilihat oleh masyarakat.
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,J Pasal 35

tuk mendapatkan informasi menpenai R
kD dapatkan informas; engenai Rencana
¢ b

@9 pyang Ko, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ihukoty
& i - rang SECATa tepat, benar dan mudah,
1

o Pasal 36

elaksanaan Program-program serta proyek-proyek yang
Yusuna“ oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat harus
’ ﬂggalz‘n " i pokok—p0k0k kebijaksanaan.
K

pef Pasal 37

cana yUmum Tata Ruang Kota Ajibarang Ibukota Kecamatan
gk Ren iengat Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Album
Ajibarﬂﬂ 4 pen elasan yang lel.)illl rinci merupakan bagian yang tak
pet 2;1); o dari Peraturan Daerah ini.
terpiS

BAB VI

\GAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
PEN S RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
\GAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 38

DE

encawasan dan pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana
NEAWASAIE T . y

;ctjlil Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, guna menjamin
(ercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal

1dan4, dilakukan oleh Bupati.
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'""-“w:‘..gg_sﬁ-
' '#‘é’&.;ﬁ :

iy
Pasal 39 oy
f

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan fuang i

ﬂkllk;]
pemantauan, pelaporan dan evalugs; :

(2) Pengendalian Pemanfaatan ruang dilakuk

Sesuai dengan peraturan perundang-und

. BAB vII

KETENTUAN PIDANA

(1) Bamvngsiapa. melanggar pemanfaatan “ruang sebagaimana dimaksud
pada Pasa] 14 sampai dengan Paga] 32, diancam pidana kurungan

selama-lamanya 6 bujan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000, -
(lima juta rupiah). B

(2) Selain 'tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak
pidana yang mengakibatkan perusakan lingkungan diancam pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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,:f_!.r pidana ™ L S TTRANRNLY (|)’t|l (l) El(lillilh

'ﬂﬂdﬂgaar’lﬂ
) i BAB VIII
e
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

ool .
L gimaksud pada Pasal 40, dapat juga dilakukan ofeh

) sebagafnpenyidn( Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
pejﬂba | Banyumas, Yang pengangkatannya  ditetapkan dengan
02" | peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G _
et SR T Y
melaksanakan penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri
0 pala™ pagaimand dimaksud dalam ayat (1), berwenang :

gipil senerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
a - edakpida“a;, B ¥ e, 5 '
tmelalmkaﬂ tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta
b. elakukanpemeriksaan; | € e
ﬁenyuf“h berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda -
¢ ngenal dirt tersangka; o e
Melakukﬂ“ penyitaan benda atau surat;

Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f: Memanggil seseor'ang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau sakst;

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperhitungkan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkara;

1. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik

umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana;
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i. Selanjutnya Penyidik Umum memberitahukap j o “uy %
se
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya: bu k‘-‘nuda
j- Mengadakan tindakan lain menurut hukyp, Yang
S dap,
at

dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidjj P
CBawy;
Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat D), wy \
ji
mengadakan koordinasi dengan Penyidik Umum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 42

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan yang telah
‘dilaksanakan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum
~ Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan

Ajibarang, dapat diteruskan, sepanjang tidak mengganggu fungsi

peruntukkan ruang.

(2) Dalam Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi
peruntukkan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke
tempat lain yang sesuai dengan peruntukkannya, selambat-lambatnya 3

(tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
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Vg .
e, sz

Pasal 43

pelum cukup diatur dalam Peratyrap, Daerah ini beserta
" yang o persifat pelaksanaan akan diaqyr kemudian dengan
l, 3¢ o
g uﬂ)’ﬂ atl.
1;{0[,11 Pasal 44

{akunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
n O erah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1990 tentang
g { lem Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota
cand Iijibafang dinyatakan tidak berlaku lagi. '

ge | Pasal 45

erah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Da ‘ '

tiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
se
ar

A8 raturan Daerah ini dengan penempatannya .dalam
pgan P
pcﬂg‘mdan Daerah Kabupaten Banyumas. 1
pard X
em
Ditetapkan di Purwokerto =
pada tanggal 22 Nopember 2001
BUPATIBANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO
an di Purwokerto
Diundangk1]ﬂ23 Nopember 2001

angg? ; UPATEN BANYUMAS
pada tang 1S DAERAH KAB
SERRETARE T

BAMBANG PRIYONO
EMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 SERIE
LEMB! /
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PENJTLASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATIN BANY 113y,
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA 1y Al
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIIAR A

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Kecamatan Ajibarang  dalam rangka pcluksanzmn
Pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan- dilindungi upgyy
sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,

Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia, meliputi tanah, yj;
dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung didalamny,

sebagai satu kesatuan. Sehingga apabila dalam pemanfaatannya tidak
terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendir;
yang pada akhirnya akan berakibat malapetaka bagi penghuninya,
Pertumbuhan kota Ajibarang pada umumnya telah menunjukkan
perkembangan yang pesat, karena kota Ajibarang disamping
Pfranannya memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat
pengembangan wilayah sekitarnya. Oleh karena ity pengembangan
kota yang mengarah pada pembangunan fisik kota perlu adanya
pengendalian.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perly adanya Rencana
Umum Tata Ruang, Rencana Detai] Tata Ruang di Ibu Kota Kecamatan
Ajibarang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya
agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan
keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan
dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.
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pasil®

PaSaI 9

d 3ngk{1 14
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PASAL DEMIPASAL
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan "Pusat

Sub Wilayah Pembangunan”
adalah kota Ajibarang berfungsi
melayani kawasan sekitarnya
sebagai daerah belakang
(hinteriand), terutama Yyang
mempunyai mekanisme
perekonomian yang sama.

. Cukup jelas. |

: Yang dimaksud dengan "blok

lingkungan" adalah suatu
lingkungan yang merupakan
bagian dari wilayah kota yang
mempunyai batasan fisik serta
fungsi sesuai dengan karakter
perkembangan Kota. Agar
dalam pembangunan kota
Ajibarang “lebih operasional
dalam pelaksanaannya, maka
wilayah kota dibagi menjadi
beberapa Blok Lingkungan
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e
i-.b-_-

Pasal 10 s/d Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22 s/d Pasal 32

Pasal 33
ayat (1)

Kota. Dengan tujy, g
sasaran agar (),
pembangunan kota Ajibargy,
lebih opcratif pt:laks,r,,umlmya

Kota Ajibarang dibagi dalap, ‘;
(empat) Blok Lingkungan Kota,

yaitu :
a. Blok Lingkungan A seluag

153,708 Ha
b. Blok Lingkungan B seluas

92,371 Ha
c. Blok Lingkungan C seluas

79,110 Ha
d. Blok Lingkungan D seluas

184,938 Ha

an

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan jalan
kolektor, maupun jalan lokal
adalah sebagaimana ditentukan

dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1980 tentang Jalan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
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at (@)

ayal (3)

msal 33 s/d Pasal 45

: Yang dimaksud:"ditinjay

kembali" adalah ditinjau untuk
disesuaikan dengan keadaan
yaitu disesuaikan dengan
kebutuhan perkembangan,
hamun tetap memperhatikan

azas, tujuan, sasaran dap
fungsi.

: Cukup jelas.

- Cukup jelas.
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